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Kelas Menengah
Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar (Asia 
55%). Tren demografi global mendorong
urbanisasi, migrasi, dan penduduk usia lanjut.

Penduduk dunia yang tinggal di 
perkotaan mencapai 65% dengan 95% 
pertambahan terjadi di emerging 
economies.

Output negara berkembang 71% dari
total output dunia dengan Asia sebagai
pendorong utama (54%).

Perdagangan global tumbuh 3,4% per 
tahun. Negara berkembang menjadi
poros perdagangan dan investasi dunia 
dengan pertumbuhan 6% per tahun. 

Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi multi currencies. 
Aset keuangan emerging economies diperkirakan melebihi negara maju.

Megatren
Dunia
2045

Middle dan upper income class lebih dari
84 persen (8,1 miliar) yang didominasi oleh 
Asia dan Amerika Latin. 

Peningkatan peranan ekonomi Asia dan
penduduk di Afrika mendorong perebutan
SDA. Kemajuan teknologi meningkatkan
efisiensi pemanfaatan SDA.

Tren perubahan teknologi didominasi
oleh TIK, bioteknologi dan rekayasa
genetik, wearable devices, energi
terbarukan, otomatisasi, dan AI.

Pemanasan global semakin besar
(kejadian ekstrim dan perubahan iklim
jangka panjang). Suhu global meningkat
3-3,5⁰C tanpa usaha menurunkan emisi.

Peningkatan peranan Cina, kerentanan di kawasan
Timur Tengah, serta kelas baru dan kelompok penentu
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DEMOGRAFI DAN URBANISASI
Rasio ketergantungan mencapai tingkat terendah di sekitar tahun
2022. Dalam jangka panjang, TFR dijaga tetap seimbang sekitar 2,1.

Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota
kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Kota-kota besar dan daerah
peri urban akan membentuk mega urban.

Pada tahun 2035 hampir 90% penduduk Jawa tinggal di  
perkotaan. Konsentrasi penduduk perkotaan di  wilayah DKI, Jabar, 
dan Banten mencapai 76 juta orang, membentuk megapolitan
Jakarta – Bandung.

Daya dukung Jawa terutama Jakarta yang semakin turun
memerlukan pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa. Jakarta 
tetap berkembang sebagai pusat bisnis dan keuangan.

Kepadatan penduduk Pulau Jawa di tahun 2045 (per km2)
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= Proyeksi berdasarkan SUPAS 2015

2010

238,5 juta Jumlah Penduduk

69,8 tahun Harapan Hidup

11,9 juta Jumlah Lansia (65+)

49,9% Penduduk di Perkotaan

2045
(SUPAS 2015)

318,9 juta

75,5 tahun

44,9 juta

72,8%
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Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,6
Share Ekonomi Regional (2024) (%) 2,1
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 41,1
Tingkat Kemiskinan (2024) (%) 18,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (2024) (%) 2,5

Papua

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,3
Share Ekonomi Regional (2024) (%) 0,6
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 18,8
Tingkat Kemiskinan (2024) (%) 9,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (2024) (%) 4,6

Maluku

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0
Share Ekonomi Regional (2024) (%) 1,5
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 19,9
Tingkat Kemiskinan (2024) (%) 12,1
Tingkat Pengangguran Terbuka (2024) (%) 2,1

Nusa Tenggara

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,6
Share Ekonomi Regional (2024) (%) 7,0
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 110,7
Tingkat Kemiskinan (2024) (%) 7,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (2024) (%) 3,5

Sulawesi
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,7
Share Ekonomi Regional (2024) (%) 8,8
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 143,1
Tingkat Kemiskinan (2024) (%) 3,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (2024) (%) 3,4

Kalimantan

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0
Share Ekonomi Regional (2024) (%) 20,9
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 251,1
Tingkat Kemiskinan (2024) (%) 7,1
Tingkat Pengangguran Terbuka (2024) (%) 3,6

Sumatera

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,9
Share Ekonomi Regional (2024) (%) 59,2
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 742,4
Tingkat Kemiskinan (2024) (%) 6,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (2024) (%) 4,1

Jawa - Bali

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH RPJMN 2020-2024
Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi dengan memperhitungkan (1) keberlanjutan daya dukung

pembangunan; (2) pengembangan ekonomi wilayah melalui pengembangan komoditas dan hilirisasi; (3) pembangunan sumber
daya manusia melalui pemenuhan layanan dasar serta peningkatan produktivitas dan daya saing; (4) pengembangan pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi khusus; serta (5) pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial



Sasaran Kinerja Pembangunan Tahun 2023
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(1) pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa upaya difokuskan untuk
mengantisipasi ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor;

(2) penguatan mitigasi bencana di kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara difokuskan
untuk mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah;

(3) peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini kebencanaan, dan
pengembangan data kebencanaan;

(4) pemantapan kelembagaan di daerah hingga desa disertai pemberdayaan masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran bencana;

(5) revitalisasi mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, khususnya dalam hal
sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023 adalah (1) pulihnya
pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di
perdesaan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan target
sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.19. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan
adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Tabel 2.19
Target Peugembangan Vlilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2o23 (Persenf

Target Tahun 2O23
Indikator DKI

Jakarta
Jawa
Barat

Jawa
Tengah

D. I.
Yoryakarta

Jawa
Timur Banten Bali

Pertumbuhan
Ekonomi") 5,3-5,7 5,1-5,7 5,2-5,7 5,74,2 5,3-5,9 5,3-5,8 4,8-5,4

Tingkat
Kemiskinanu)

3,00-
3,s0

5,64-
6,25

9,35-
10,00

10,51-
11,00

8,65-
9,50

3,95-
5,00

1,90-
2,OO

Tingkat
Pengangguran
Terbukab)

6,96-
8,06

8,47-
9,19

4,73-
5,48

3,23-
3,99

4,2O-
4,95

8, i3-
8,85

1,96-
2,63

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan
mempertimbangkan dampak COVID-l9 dan angka realisasi triwulan IV-2O2L dan b) Target tahun 2023
merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-l9 dan
assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara
Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk (1) mengoptimalkan keunggulan
wilayah khususnya pada sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan
pariwisata, dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau; (2) mendorong transformasi
ekonomi daerah dengan memperkuat peran wilayah sebagai gerbangwisata alam dan budaya
melalui pengembangan industri Meeting, Incentiue, Conuention, Exhibition (MICE);
(3) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk
pertanian, perikanan, dan pertambangan; dan (4) menuntaskan pemulihan pascabencana di
Nusa Tenggara. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara
sebagai berikut
(1) menyelenggarakan perhelatan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di

Nusa Tenggara khususnya DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan
Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk
(masterplan) yang telah disusun;
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